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RINGKASAN

Skripsi ini berjudul “Jalan Terjal Bakorkamla Dalam Mempertahankan
Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia Tahun 1972-2014”, dengan menggunakan
metode sejarah kritis yang meliputi empat tahapan yakni: 1) heuristik, mencari
dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah baik sumber primer maupun
sekunder; 2) kritik sumber, untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas
sumber; 3) interpretasi, menafsirkan dan menggabungkan antara fakta satu dengan
lainnya; dan 4) historiografi, proses penulisan kembali peristiwa sejarah. Skripsi
yang menggunakan pendekatan sosial-politik ini mengkaji tentang peranan dan
kiprah Bakorkamla sebagai lembaga keamanan laut Indonesia. Permasalahan yang
dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana kondisi keamanan laut Indonesia, proses
pembentukan Bakorkamla, hingga tantangan yang dihadapi beserta upaya yang
dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut.

Bakorkamla adalah lembaga yang mengemban tugas untuk mengamankan
seluruh wilayah laut Indonesia dari segala bentuk ancaman. Dalam pelaksanaan
tugasnya, Bakorkamla juga mengkoordinir dua belas stakeholder yang menjadi
bagian dari anggotanya. Menjadi lembaga pengamanan laut, Bakorkamla
menangani laut Indonesia yang begitu luas dengan permasalahan yang masih
marak terjadi, seperti illegal fishing, imigran gelap, over fishing, penyelundupan,
dan pelanggaran hukum lainnya. Selain menghadapi permasalahan di laut,
Bakorkamla juga menghadapi permasalahan di dalam tubuhnya sendiri yakni
berupa tumpang tindih kekuasaan, ego sektoral, perhatian dan fokus pemerintah
yang masih kurang terhadap laut, dan aturan serta sistem koordinasi yang masih
kurang jelas. Menghadapi berbagai bentuk permasalahan dan tantangan tersebut,
Bakorkamla melakukan beragam upaya, di antaranya terus melakukan kerjasama-
kerjasama baik dengan sesama instansi dalam negeri yang terkait dengan laut,
maupun dengan negara lain. Upaya fisik yang dilakukan antara lain melakukan
patroli-patroli yang semakin rutin dan ketat, dan terus melakukan upaya
penambahan armada sebagai penunjang tugasnya. Bakorkamla juga melakukan
pembagian daerah atau zona pengamanan dengan tujuan untuk pengefektifan dan
pengoptimalan kerja di lapangan. Hal tersebut juga ditunjang dengan melakukan
roadmap terkait alat-alat komunikasi dan sistem peringatan dini, yang tersebar di
seluruh wilayah perairan Indonesia. Bakorkamla juga selalu mengupayakan
perbaikan sistem yang ada, seperti sesuai dengan tanggungjawabnya memberikan
saran kepada presiden untuk mengambil kebijakan yang tertuang dalam bentuk
aturan-aturan maupun undang-undang, yang tujuannya untuk mengurangi
tumpang tindih kekuasaan dan ego sektoral yang selama ini terjadi.
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SUMMARY

This thesis is entitled Jalan Terjal Bakorkamla Dalam Mempertahankan
Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia Tahun 1972-2014, the research used critical
historic method which consists of four steps, they are 1) heuristic, searching and
collecting historical resources from primary and secondary sources, 2) source
critics, in order to get authenticity and credibility sources, 3) interpretation,
interpreting and combining one fact to another, and 4) historiography, rewriting
historical events process. The thesis which uses socio-politics approach reviewed
the Bakorkamla role and progress as Indonesian marine security agencies. The
problems which are studied in this thesis are Indonesian sea condition,
Bakorkamla shaping process, until challenge which is faced and the efforts done
in handling the challenge.

Bakorkamla is an institution which in charge to secure the entire sea area
of Indonesia from any kinds of threat. In application, Bakorkamla also coordinates
twelve stakeholders that become its member. As a maritime security institution,
Bakorkamla deals with Indonesian sea and its problems that are still occurred,
such as illegal fishing, illegal immigrant, over fishing, smuggling and other law
violations. Bakorkamla do not only deal with sea, but also deals with problems in
its own institution in the form of overlapping powers, sector ego, lack of attention
and focus of the government on the sea, and the unclear rules and coordination
system. In facing those problems and challenges, Bakorkamla do many efforts like
having cooperative relationship with the domestic and international institutions
which relate with the sea. Physical effort is also done, such as having routine and
rigorous patrol, and keeps adding the fleet to support its work. Bakorkamla also
determines area or security zone with purpose to optimize and improve the
effectiveness works in the field. It is supported by roadmapping related to
communication tools and early warning system which are spread throughout
Indonesian territorial sea. Bakorkamla keep trying to improve the existing system,
such as corresponding with its responsibility in giving advice to president to take
policy embodied in the form of rules or constitution, which purpose is reducing
overlapping powers and sector ego which has been happening.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan
Negara Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang dua pertiga wilayahnya

merupakan wilayah perairan atau lautan. Secara keseluruhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membutuhkan pengamanan yang optimal
dalam upaya memelihara dan melindungi eksistensi NKRI sebagai negara
kepulauan yang utuh. Untuk itu, wilayah laut yang merupakan integrasi wilayah
Indonesia harus dipelihara dan dilindungi melalui pengamanan laut. Pengamanan
laut tersebut bertujuan untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan dan hukum
Indonesia di wilayah laut yang menjadi bagian bangsa ini. Indonesia yang dulunya
lebih terkenal dengan sebutan Nusantara merupakan satu kesatuan dari seluruh
wilayah darat, udara, laut termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, udara di
atasnya, dan seluruh kekayaan yang harus dipergunakan bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat Indonesia.

Laut menjadi sangat penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia.
Dengan mengoptimalkan potensi laut, Indonesia akan menjadi negara yang maju,
karena mempunyai potensi yang sangat besar di bidang kelautan. Laut akan
memberikan manfaat yang sangat vital dalam pertumbuhan dan perkembangan
perekonomian Indonesia atau perdagangan pada khususnya. Mengingat kejayaan
bangsa Indonesia pada masa lampau didapat dari hasil mengoptimalkan potensi
laut sebagai sarana suksesnya bidang ekonomi dan politik, maka sudah seharusnya
Indonesia lebih mengembangkan laut demi tercapainya tujuan nasional. Indonesia
sebagai negara kepulauan dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan
bangsa seharusnya berlandaskan pada kegiatan di laut. Pentingnya laut bagi

Indonesia tentu disebabkan oleh keadaan geografisnya. Posisi Indonesia yang

!Amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
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strategis berada dalam jalur persilangan dunia, membuat Indonesia memiliki
kesempatan yang sangat besar untuk mengembangkan potensi laut. Potensi yang
dimiliki tersebut sudah barang tentu juga menjadikan Indonesia wilayah yang
sangat rawan dengan pelanggaran hukum di dan lewat laut, baik berupa pencurian
maupun penyelundupan.

Selain itu, kebijakan pemerintah juga memberikan sumbangan besar
terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum di laut Indonesia. Sebagai
contoh, pada masa pemerintahan Orde Baru (Orba) kebijakan yang diambil lebih
berfokus pada pembangunan fisik dan lebih mengandalkan wilayah daratan
sebagai sumber penghasilan negara, dibandingkan dengan pemanfaatan lautan.
Pemerintah Orba mengakui akan potensi laut yang dimiliki Indonesia tetapi tetap
memiliki fokus kebijakan pada daratan seperti yang tertulis dalam Repelita
Kedua. Meskipun kegiatan-kegiatan di daratan untuk waktu yang masih lama
akan tetap merupakan kegiatan-kegiatan utama, namun potensi-potensi laut
mengandung tantangan dan kemungkinan yang besar bagi perkembangan
ekonomi Indonesia di masa depan.?

Minimnya kebijakan pemerintah yang memberikan perhatian pada bidang
maritim telah berlangsung sejak Indonesia merdeka. Hal ini dipengaruhi oleh
kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda saat Indonesia menjadi
negara koloni. Belanda mengubah pola pikir bangsa Indonesia dari bahari menuju
agraris agar mereka dapat bertahan di Indonesia tanpa mengalami perlawanan
yang berarti, karena mereka sadar kekuatan Indonesia berada di lautan.® Di sisi
lain terdapat ketimpangan pembangunan dalam bidang maritim, khususnya
pembangunan kekuatan laut yang hanya berpusat di pulau Jawa. Hal ini terbukti
dengan dibangunnya markas-markas Angkatan Laut (AL) yang sebagian besar di
Pulau Jawa. Ketimpangan yang terjadi selama bertahun-tahun ini memicu

berbagai permasalahan kelautan yang tak kunjung selesai.

’Departemen Penerangan RI, Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua
1974/75-1978/79. HIm. 136.

SAbd Rahman Hamid, Sejarah Maritim Indonesia (Yogyakarta: Ombak,
2013), hlm. x



Pelaggaran-pelanggaran hukum di laut tidak hanya dilakukan oleh warga
masyarakat Indonesia sendiri, tetapi juga oleh Warga Negara Asing (WNA)
terutama negara tetangga. Hal ini tentu tidak mudah ditangani mengingat perairan
laut Indonesia yang begitu luas dengan petugas keamanan laut yang masih sedikit.

....... Kondisi ini diperparah dengan adanya petugas-petugas ‘“nakal” yang

demi tujuan tertentu mendukung dan terlibat dengan kasus penyelundupan

itu sendiri. Hal ini ditegaskan oleh Panglima (Daerah Operasi Angkatan

Laut) Daeral-1/Belawan Laksamana Pertama Mardianus Aroef dalam

pidatonya pada kegiatan upacara di Mako Daeral tersebut. Menyinggung

masalah  penyelundupan, Mardianus menegaskan, para pelaku
penyelundupan sesuai kehendak dari pemerintah, akan ditindak tegas.

Karena itu diharapkan agar segenap anggota jajaran Daeral-1 maupun

petugas-petugas Kamla tidak ikut serta dalam soal penyelundupan, baik

langsung maupun tidak langsung. Termasuk mereka yang menjadi backing
para penyelundup.’

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan alam khususnya laut di Indonesia
masih banyak yang dikuasai oleh pihak asing, dan tidak sedikit yang sifatnya
illegal dan untuk kepentingan pribadi. Pemerintah memiliki kewajiban dan harus
berperan dalam menjaga dan mempertahankan serta mengelola kekayaan dan
potensi Sumber Daya Alam (SDA) laut Indonesia. Untuk mengelola SDA yang
ada, dibutuhkan perbaikan infrastruktur, peningkatan Sumber Daya Manusia
(SDM), modernisasi teknologi, serta pendanaan yang berkelanjutan dan memadai
dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sehingga dapat memberikan
keuntungan dan kesejahteraan bagi negara dan warga masyarakat Indonesia.

Kegiatan dan permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum di laut
Indonesia mempunyai lingkup yang luas, bersifat lintas sektoral, multi disiplin
dan juga bersifat internasional. Oleh karena itu dalam penyelenggaraannya terlibat
berbagai instansi pemerintah dan aparat penegak hukum terkait. Keterlibatan
berbagai instansi dan aparat penegak hukum tersebut memerlukan kejelasan dan

ketegasan tentang tugas dan peranan masing-masing instansi, agar tidak terjadi

*Jangan ikut atau lindungi penyelundup”, Angkatan Bersenjata, 20 Maret
1976.



kerancuan yang dapat mengakibatkan tidak lancarnya upaya penegakan hukum di
perairan Indonesia.

Lembaga atau instansi negara yang terlibat dalam penegakan hukum di
perairan Indonesia tersebut tergabung dalam Bakorkamla. Bakorkamla adalah
sebuah lembaga yang berwenang menegakkan hukum di laut yang
bertanggungjawab langsung kepada presiden. Banyaknya instansi pemerintah
yang terlibat bukan tidak mungkin menimbulkan perselisihan. Perselisihan-
perselisihan yang terjadi dapat disebabkan oleh tumpang tindihnya kekuasaan di
dalam Bakorkamla sendiri. Dengan adanya perselisinan di dalam tubuh
Bakorkamla, maka pelaksanaan tugas di lapangan akan sulit terlaksana dengan
baik dan lancar. Dengan kata lain akan ada hambatan atau jalan terjal. Salah satu
contoh jalan terjal Bakorkamla adalah ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum
dan birokrasi perijinan yang semrawut. Ketidakpastian hukum dicirikan oleh
beberapa hal seperti pemahaman yang berbeda atas aturan yang ada, inkonsistensi
dalam penerapan, diskriminasi dalam pelaksaan hukuman bagi kapal-kapal asing
yang melanggar, persekongkolan antara pengusaha lokal, pengusaha asing, dan
pihak peradilan. Peradilan terhadap pelanggaran lambat, berlarut-larut dan korup.

Semua hal tersebut di atas merupakan ancaman yang nyata bagi potensi laut
Indonesia. Dengan demikian, sepanjang intensitas ancaman dianggap
mengganggu ketertiban dan kepentingan hukum, maka tindakan yang diambil
dalam menghadapi ancaman tersebut berupa penegakan hukum. Pengertian umum
penegakan hukum adalah suatu kegiatan negara/aparatnya berdasarkan kedaulatan
negara dan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional agar
peraturan hukum yang berlaku di laut, baik aturan hukum nasional maupun aturan
hukum internasional dapat diindahkan atau ditaati oleh setiap orang dan atau
badan hukum dan negara sebagai subyek hukum. Dengan demikian dapat tercipta

tertib hukum nasional dan tertib hukum internasional.

*Leonard Marpaung, “target baru illigal fishing”, Forum Hukum, Vol. 2, No.
2, 2009, him. 17 (http://repository.usu.ac.id, diunduh pada 29 Februari 2016).


http://repository.usu.ac.id/

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dalam penelitian skripsi ini
diajukan permasalahan yaitu mengapa Bakorkamla menghadapi kesulitan dalam
mempertahankan kedaulatan wilayah laut Indonesia. Untuk menjawab
permasalahan tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan
penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi keamanan laut Indonesia sebelum adanya Bakorkamla?

2. Mengapa dan bagaimana Bakorkamla dibentuk?

3. Tantangan apa yang dihadapi Bakorkamla dalam mempertahankan kedaulatan
wilayah laut Indonesia?

4. Upaya apa yang dilakukan Bakorkamla dalam mempertahankan kedaulatan

wilayah laut Indonesia?

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan tujuan agar penelitian yang
dilakukan dapat terlaksana dengan mudah, lebih relevan, serta dapat
dipertanggungjawabkan.® Selain itu, dengan adanya pembatasan ruang lingkup
juga dapat membantu untuk mempertajam analisis.” Penulisan skripsi ini
menggunakan batasan-batasan yang mencakup ruang lingkup temporal, lingkup
spasial, dan lingkup keilmuan.

Ruang lingkup temporal merupakan pembatasan kurun waktu terjadinya
peristiwa yang akan diteliti. Penulisan skripsi ini memiliki batasan waktu 1972-
2014. Tahun 1972 diambil menjadi batasan awal penulisan skripsi ini karena pada
tahun 1972 Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) baru dibentuk oleh
pemerintah. Pada awal pembentukannya, badan ini berkoordinasi dengan TNI AL
terkait masalah pengamanan dan penertiban pelanggaran-pelanggaran yang terjadi

di wilayah laut Indonesia.

®Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Madar
Maju, 1990), him. 19.

"Taufik Abdullah, “Pendahuluan: Sejarah dan Historiografi”, dalam
Taufik Abdullah dan Abdurrahman Suryomiharjo, ed., Illmu Sejarah dan
Historiografi: Arah dan Perspektif (Jakarta: Gramedia), him. xii.



Tahun 2014 menjadi batas akhir penelitian karena pada tahun ini
Bakorkamla mengalami banyak perubahan besar, seperti terjadinya perubahan
nama dan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Perubahan nama Bakorkamla
menjadi Bakamla tentu diikuti dengan berbagai perubahan kebijakan. Salah
satunya adalah cakupan wewenang yang dimiliki oleh Bakamla menjadi lebih
luas. Perubahan nama ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut yang
selanjutnya disingkat Bakamla.

Lingkup spasial merupakan batasan tempat terjadinya peristiwa sejarah.
Dalam penulisan skripsi ini ruang lingkup spasialnya mencakup seluruh wilayah
laut Indonesia. Hal ini karena pelanggaran-pelanggran hukum di laut Indonesia
sangat marak terjadi, tidak hanya di laut Jawa tetapi juga di laut lainnya. Hal ini
dikarenakan pengamanan yang masih sangat minim, terutama di wilayah-wilayah
perbatasan.

Adapun batasan keilmuan, merupakan batasan sudut pandang atau disiplin
ilmu yang diterapkan dalam penulisan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini lingkup
keilmuan yang digunakan yaitu ilmu sejarah dengan fokus bidang maritim dan
menggunakan pendekatan sosial politik. Dalam hal ini ilmu sejarah menyangkut

aspek-aspek sosial yang menimbulkan perubahan di bidang lainnya.?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang permasalahan dan batasan ruang lingkup di atas, untuk

memperjelas fokus analisis, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai
berikut. Pertama, mengetahui bagaimana keadaan wilayah laut atau perairan
Indonesia sebelum adanya Bakorkamla. Kedua, menganalisis alasan mengapa dan
bagaimana dibentuknya Bakorkamla, hukum yang mendasarinya, serta pembagian

tugas di dalam tubuh Bakorkamla. Ketiga, mengetahui kiprah Bakorkamla,

®Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah
(Jakarta: Gramedia 1992), hlm 54-55.



tantangan dan kendala yang dihadapi dalam mempertahankan kedaulatan wilayah
laut Indonesia. Keempat, mengetahui upaya yang dilakukan Bakorkamla dalam

mempertahankan kedaulatan wilayah laut Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka yang penulis lakukan bertujuan agar penulisan yang dilakukan

tidak sama dengan tulisan-tulisan yang sudah ada sebelumnya. Untuk itu, penulis
melakukan tinjauan terhadap buku-buku sebagai berikut. Pertama, buku karya
Susanto dan Dicky R. Munaf yang berjudul Komando dan Pengendalian
Keamanan dan Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Dini.” Dalam
buku ini dijelaskan bagaimana sistem pengendalian dan pengamanan yang
dilakukan oleh Badan Keamanan laut (Bakamla).’® Buku ini menjelaskan pula
bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bakamla dalam melakukan
operasi dan tugasnya, juga menyebutkan pelanggaran-pelanggaran secara garis
besar yang pernah terjadi di perairan laut Indonesia.

Relevansi buku ini dengan penelitian yang penulis lakukan sangatlah erat.
Dalam buku ini dijelaskan juga tentang alat-alat atau sarana prasarana yang telah
dimiliki oleh Bakamla. Dalam buku ini terdapat penjelasan tentang proses
penegakan hukum di laut Indonesia, serta penyelenggaraan Sistem Peringatan
Dini keamanan dan keselamatan laut. Sistem peringatan dini ini digunakan untuk
memantau perairan Indonesia secara berkelanjutan tanpa henti agar dapat
mengetahui sejak awal setiap kecelakaan atau kegiatan ilegal di laut. Sistem ini
telah dibangun oleh Bakorkamla sejak tahun 2007. Dijelaskan pula bahwa sistem

ini mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi, antara lain peralatan radar,

%Susanto dan Dicky R. Munaf, Komando dan Pengendalian Keamanan dan
Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Dini (PT Gramedia Pustaka
Utama: 2015).

%ada masa Orba badan ini masih bernama Bakorkamla. Mulai berganti
nama pada tahun 2014 era pemerintahan Presiden Joko Widodo.



Automatic Identification System (AIS), long range camera, dan ground station.**
Semua ada yang berada di fixed station yang tersebar dari Sabang sampai
Merauke maupun yang ditempatkan di kapal-kapal.

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, buku ini membahas
tentang Bakamla sementara skripsi ini membahas tentang Bakorkamla. Bakamla
merupakan nama baru dari Bakorkamla setelah mengalami perubahan di berbagai
hal termasuk Undang-Undang yang mengaturnya. Masa Kinerja Bakamla tidak
lagi menjadi bahasan penulis karena penulis menggunakan lingkup temporalnya
hingga masa transisi dari Bakorkamla menjadi Bakamla.

Kedua, buku terbitan Bakamla yakni Kewenangan dan Identitas Lembaga
Penjaga Laut dan Pantai sebagai Penegak Hukum Keselamatan karya Willem
Nikson.* Dalam buku ini dijelaskan tentang keselamatan dan keamanan laut di
Indonesia, meliputi peraturan dan perundangan keselamatan dan keamanan di laut
atau pelayaran dan maritim, gambaran umum keselamatan dan keamanan di laut
atau pelayaran dan maritim, pendekatan keselamatan dan keamanan di laut atau
pelayaran dan maritim, pelaksanaan keamanan lingkungan maritim, landasan
filosofis penyelenggaraan lembaga penjagaan laut dan pantai (Sea And Coast
Guard), sejarah pembentukan lembaga penjagaan laut dan pantai (Sea And Coast
Guard), dasar hukum lembaga penjaga laut dan pantai (Sea And Coast Guard) di
Indonesia, serta upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan kasus-kasus
terkait dengan keselamatan dan keamanan transportasi laut.

Sementara yang membedakan hasil penenlitian ini dengan buku tersebut
adalah cakupan isi pembahasannya. Dalam buku tersebut hanya membahas secara
umum bagaimana seharusnya keselamatan dan keamanan di laut atau pelayaran
maritim, serta membahas tentang lembaga penjagaan laut dan pantai (Sea And
Coast Guard). Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kinerja Bakorkamla

"Susanto dan Dicky R. Munaf, Komando dan Pengendalian Keamanan dan
Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Dini (PT Gramedia Pustaka
Utama: 2015).

2Willem Nikson, Kewenangan dan ldentitas Lembaga Penjaga Laut dan
Pantai sebagai Penegak Hukum Keselamatan (Jakarta: Bakorkamla, 2009).



dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah laut, yang salah satu bagiannya
membahas tentang keselamatan dan keamaan di laut tersebut. Dengan demikian
maka sangat tampak perbedaan di antara buku Kewenangan dan Identitas
Lembaga Penjaga Laut dan Pantai sebagai Penegak Hukum Keselamatan dengan
penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini.

Ketiga, hasil penelitian berupa tesis Richarunia Wenny Ikhtiari yang
berjudul Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menanggulangi Ancaman
Non-Traditional Security, Studi Kasus: Illegal Fishing Periode 2005-2010."
Tesis ini menganalisa mengenai kebijakan laut Indonesia apakah sudah tewujud
sebagai kebijakan yang seharusnya ada untuk sebuah negara kepulauan seperti
Indonesia yang memiliki luas perairan 2/3 dari luas daratan sekitar 5.8 juta km2,
dengan garis pantai sepanjang 81.000 km2. Dalam tesis ini Wenny juga
menjelaskan adanya keistimewaan posisi dan letak strategis Indonesia di tataran
dunia, laut merupakan media yang paling banyak di gunakan dalam hal lintas
ekonomi maupun kapal-kapal militer, serta rentan akan isu Non-Traditional
Security lainnya. Akan tetapi Indonesia, belum mampu mengatur dan mengelola
keistimewaan laut tersebut dalam menghadapi isu maritime security, dikarenakan
law enforcement yang belum optimal dilaksanakan, sehingga dalam kelembagaan
nasional terjadi overlapping dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok yang
saling berbenturan (dijalankan secara sektoral), serta banyaknya kepentingan antar
negara di wilayah Asia Tenggara dalam mengahadapi isu kelautan.

Dengan adanya kelemahan tersebut, Indonesia belum menjadikan dirinya
sebagai negara maritim yang seutuhnya dan tidak terealisasinya kebijakan laut
Indonesia yang akan membawa perubahan pada pembangunan ekonomi dan
pertahanan keamanan di laut. Maka, strategi keamanan maritim yang kuat tidak
dapat terwujud secara kuat dan normatif. Dalam tulisannya Wenny lebih berfokus

tentang ancamanan keamanan non-tradisional di laut yakni illegal fishing, yang

BRicharunia Wenny Ikhtiari, “Strategi Keamanan Maritim Indonesia
Dalam Menanggulangi Ancaman Non-Traditional Security, Studi Kasus: Illegal
Fishing Periode Tahun 2005-2010” (Tesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan limu
Politik Universitas Indonesia, 2011).
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dalam penilitiannya mencakup lingkup temporal pada tahun 2005-2010. Berbeda
dengan penelitian yang penulis lakukan, illegal fishing dan keamanan laut hanya
menjadi salah satu isu yang menjadi bagian penulisan skripsi ini, bukan
merupakan fokus utama dalam penelitian yang penulis lakukan.

Keempat, hasil penelitian Indra Jaya yang berjudul Evaluasi Keamanan
Laut Indonesia.™* Penelitian yang dilakukan oleh Indra ini sesuai dengan judulnya
berfokus pada keamanan laut Indonesia untuk dievaluasi. Dalam laporan
penelitian tersebut, yang dievaluasi adalah kondisi mengenai pengelolaan
pengamanan wilayah laut di daerah, dan juga menganalisis hasil monitoring dan
evaluasi mengenai pengamanan wilayah laut di daerah. Penelitian ini membahas
tentang kemanan laut Indonesia secara umum dan menyeluruh. Terdapat sedikit
bahkan nyaris tidak ada pembahasan mengenai permasalahan yang dihadapi
Indonesia di laut secara terperinci, melainkan lebih banyak membahas tentang
sistem keamanan laut yang baik untuk Indonesia. Fokus penelitian inilah yang
menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh Indra Jaya dengan
penelitian yang penulis lakukan. Penulis lebih berfokus dalam hal permasalahan
laut yang terjadi di Indonesia serta bagaimana kinerja Bakorkamla sebagai badan
yang mengkoordinasi berbagai instansi untuk menaggulanginya.

Kelima, buku yang berjudul Isu-Isu Kelautan dari Kemiskinan hingga Bajak
Laut karya M. Arif Nasution, dkk.'> Buku ini berupa kumpulan tulisan dari
beberapa orang yang berisi tentang penggambaran bagaimana kondisi sebenarnya
kehidupan maritim (kelautan) dari berbagai aspek dan dinilai dengan berbagai
teori. Bahasan utama dalam buku ini mengulas tentang isu kelautan seperti
kemiskinan, isu pemberdayaan nelayan, hingga mengangkat isu bajak laut. Dalam
buku ini dibahas secara umum faktor-faktor kemiskinan yang terjadi pada
masyarakat pesisir hingga terjadinya kegiatan pembajakan di laut. Berbeda

YIndra J aya, “Evaluasi Keamanan Laut Indonesia” (Laporan penelitian studi
kelayakan dalam melahirkan sebuah lembaga terkait dengan keamanan laut,
2004).

Editor M. Arif Nasution, Badaruddin, dan Subhilhar, Isu-Isu Kelautan
Dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
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dengan penulisan skripsi ini, buku ini hanya membahas isu-isu tersebut secara
umum. Sementara skripsi ini membahas tentang beberapa isu-isu yang ada di
dalam buku tersebut sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh Bakorkamla.

Keenam, buku karya Didik Heru Purnomo yang berjudul Tahun 1511 Lima
Ratus Tahun Kemudian.'® Dalam buku ini berisikan tentang keadaan laut
Indonesia sejak gagalnya melawan Portugis pada tahun 1511. Buku yang ditulis
oleh beberapa orang ini juga menceritakan tentang bagaimana sikap Indonesia
memandang lautnya selama kurun waktu tersebut. Buku ini dimulai dengan
menyoroti Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dimana jarak
diagonal antara Sabang ke Merauke adalah sama dengan jarak London ke
Istambul. Sebelum tahun 1511, Indonesia yang dulu dinamakan Nusantara sangat
dikenal dengan kekuatan lautnya dan sangat disegani oleh negara tetangga bahkan
China. Pada saat itu, perairan selat Malaka dan laut wilayah Timur Asia dikuasai
oleh Nusantara. Kehebatan pelaut Indonesia sudah ada sejak abad kedua, ketika
pelaut Indonesia mengarungi laut lepas hingga Madagaskar, Afrika.

Sejak jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada 1511, praktis kekuasaan
Nusantara atas lautnya hilang. Kejatuhan Malaka diawali dengan ditemukannya
jalur rempah-rempah oleh Ludovico Di Varthema, petualang dari Bologna-Italia
yang menjejakkan kaki pertama kali di Ternate pada 1506 saat Sultan Bayanullah
memerintah (1500-1521). Kekuasaan Nusantara atas lautnya semakin tak
mungkin direbut kembali setelah Dipati Unus dari Demak tewas dalam
penyerangan ke Malaka pada 1521."'

Dalam beberapa tulisannya, buku ini membahas tentang beberapa daerah di
Timur Indonesia membutuhkan kehadiran lembaga atau instansi pengamanan laut
yang baik. Disebutkan pula bagaimana kondisi laut di sana yang masih rawan
dengan tindak pelanggaran hukum. Kehadiran buku ini sangat bermanfaat bagi

penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini, karena dengan buku ini penulis

*Didik Heru Purnomo, Tahun 1511 Lima Ratus Tahun Kemudian (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2011).

"Didik Heru Purnomo, Tahun 1511 Lima Ratus Tahun Kemudian (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2011).
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dapat mengetahui bagaimana kondisi wilayah perairan Indonesia bagian timur
dengan cukup jelas. Meski demikian, buku ini tetap memiliki perbedaan dengan
penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan antara buku ini dan skripsi yang
penulis tulis adalah tentang lingkup temporalnya. Buku ini memiliki bahasan dari
tahun 1511 hingga tahun 2011, sementara penelitian yang penulis lakukan
bermula dari tahun 1972 hingga tahun 2014. Selain itu, lingkup temporal yang
penulis gunakan dalam skripsi ini adalah pada wilayah secara nasional, tidak
hanya pada satu wilayah seperti wilayah bagian timur. Jadi, meski memiliki

beberapa persamaan namun tetap memiliki perbedaan yang cukup jelas.

E. Kerangka Pemikiran
Sejarah sebagai kisah yang mengkaji tentang kehidupan masyarakat tentu tidak

dapat berdiri sendiri. Sebagai ilmu yang mengkaji masyarakat, sejarah
memerlukan disiplin ilmu lain dalam proses pendekatan terhadap objek
penelitiannya. Menggunakan dan memahami disiplin ilmu lain yang berkaitan
dengan objek penelitian sangatlah penting bagi seorang peneliti, sebab akan
berguna untuk membantu menyeleksi sumber-sumber sejarah, menjelaskan
hubungan kausalitas atau sebab-akibat, menjelaskan kondisi, serta hubungan
keterkaitan dan urutan fakta-fakta yang ditemukan atau dengan kata lain
merekonstruksi suatu peristiwa sejarah. Langkah terpenting dalam rekonstruksi
sejarah adalah penyusunan kerangka pemikiran yang mencakup berbagai konsep
dan teori.’® Selain itu proses rekonstruksi suatu kejadian atau peristiwa akan
bergantung pada pendekatan yang digunakan, dari mana sudut pandang yang
digunakan, berbagai dimensi mana yang diperhatikan, dan unsur-unsur apa saja
yang harus dikupas.*

Skripsi ini mengkaji tentang ‘“Jalan Terjal Bakorkamla Dalam
Mempertahankan Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia Tahun 1972-2014”. Untuk

¥3artono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), him. 2.

YSartono Kartodirjo, Pendekatan llmu Sosial dalam Metodologi Sejarah,
him. 4.
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membangun kerangka pemikiran dalam penelitian ini maka pertama-tama akan
diuraikan pengertian dari kata jalan terjal. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) kata terjal memiliki arti curam. Jalan terjal dalam penulisan
skripsi ini maksudnya adalah jalan yang curam, yang penuh tantangan dan
rintangan, jalan yang penuh perjuangan yang harus dilalui Bakorkamla dalam
menjaga kedaulatan wilayah laut NKRI.
Selanjutnya adalah nama Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).
Kata koordinasi pada nama tersebut mengandung arti proses atau upaya
sinkronisasi dan pembentukan hubungan fungsional antara unsur-unsur dari suatu
sistem atau subsistem untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti sudah dijelaskan
dalam latar belakang, Bakorkamla adalah suatu lembaga/badan/instansi yang
memiliki tugas utama mengkoordinasikan stakeholder-stakeholder terkait dengan
laut. Konsep berikutnya adalah kedaulatan. Secara harfiah, pengertian kedaulatan
adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan,
masyarakat, atau atas diri sendiri.”° Kedaulatan dalam kajian ini dimaksudkan
sebagai hak yang dimiliki pemerintah untuk mengatur segala sesuatu yang
berhubungan dengan Indonesia. Kedaulatan dalam kajian ini berfokus pada
kedaulatan yang dimiliki negara untuk wilayah perairan dan laut Indonesia.
Bagaimana pemerintah menggunakan haknya untuk mengambil kebijakan guna
mengatur kelautan di negara ini.
Herbert Simon membagi prinsip administrasi menjadi empat bagian, yaitu:
1. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi tugas di
kalangan kelompok.
2. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu
hirarki yang pasti.
3. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak
pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya

menjadi kecil.

2Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru
(Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009), him. 174.
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4. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan,
untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, langganan,
tempat.

Dari pembagian administrasi di atas, dapat dilihat bahwa administrasi di
dalam tubuh Bakorkamla masih kurang efisien dan efektif. Oleh karena itu masih
terus terjadi sistem koordinasi yang kurang baik, sehingga berakibat kepada
tumpang tindih dan ego sektoral saat melakukan tugas atau kegiatan di lapangan.
Selain itu penulis perlu pula meminjam konsep-konsep dari disiplin ilmu lain
guna mempertajam analisis. Pendekatan yang sesuai dengan kajian penelitian
yang dilakukan adalah pendekatan politik. Penggunaan pendekatan tersebut
dimaksudkan agar dapat diperoleh suatu fakta sejarah yang sesuai dan berkaitan
dengan tema yang penulis ambil. Pendekatan politik digunakan karena persoalan
dalam tema yang penulis kaji berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah
pada masa itu. Selain mengkaji kebijakan yang diambil pemerintah, penulis juga
memerlukan disiplin ilmu politik untuk mengkaji alasan dibalik pelanggaran-
pelanggaran hukum di laut ini. Kaitan atau hubungan antara pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan dengan kebijakan yang diputuskan pemerintah akan
sangat relevan jika dikaji dengan sudut pandang politik.

Menurut Jack C. Plano, politik adalah persaingan di antara para individu dan
kelompok atas alokasi nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, mencakup
proses pengendalian sosial, lingkungan dan pencapaian tujuan bersama. Berbagai
corak politik dengan mudah dapat dilihat pada kelompok sosial seperti
pengambilan keputusan, pencarian kekuasaan, mengalokasikan nilai, dan cakupan
tujuan.?* Dalam hal ini akan disoroti bagaimana pemerintah sebagai pemegang
kekuasaan politik di negara ini mengambil keputusan dan kebijakan terkait
wilayah laut Indonesia. Keamanan terutama di wilayah laut sangat penting karena

melalui laut segala kemungkinan bisa saja terjadi.

?!Jack C. Plano, Kamus Analisa Politik (Jakarta: P.T Rajawali, 1989), him.
163-164.
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Jalan terjal yang dialami olenh Bakorkamla dilihat dari berbagai bentuk

pelanggaran yang terjadi di perairan laut Indonesia, seperti penyelundupan-

penyelundupan, illegal logging, illegal fishing, dan berbagai pelanggaran lainnya.

Dalam Report on Oceans and the Law of the Sea pada tahun 2008 disebutkan

beberapa indikasi yang dapat dinyatakan sebagai suatu ancaman terhadap

Maritime Security, antara lain:*

1.

Piracy dan Armed Roberry, kejahatan laut yang membahayakan

keselamatan para pelaut serta keamanan jalur navigasi dan komersil.

. Terrorist acts, yang mengancam kapal, offshore installations dan kegiatan

maritim lainnya yang berdampak pada terganggunya keadaan ekonomi
negara bahkan sampai pada penyerangan fisik.

Ilicit trafficking in arms and weapons of mass destruction.

Ilicit trafficking in narcotic drugs and psycotropic substance, yang
menyumbang sebesar 70 persen dari total perdagangan obat-obatan baik
selama maupun setelah pelayaran.

Smuggling dan trafficking of persons melalui laut dengam menggunakan
kapal yang tidak layak guna dan perlakuan yang tidak sesuai dengan hak
asasi manusia.

Illegal, Unreported and Unregulated (1UU) Fishing, diidentifikasikan pada
skala food security yang mengancam terhadap kestabilan hubungan

internasional dan keamanan laut.

. Kesengajaan maupun pelanggaran hukum terhadap lingkungan maritim

sebagai suatu isu penting bagi potensi sumber daya laut yang mengancam
keamanan suatu negara maupun negara banyak yang mempengaruhi
hubungan kepentingan sosial, dan ekonomi negara pantai.

Dari beberapa jenis ancaman di ataslah penulis memiliki acuan untuk

merekontruksi ancaman dan permasalahan di bidang keamanan laut Indonesia

dalam tulisan ini.

?’Natalie Klein, Joanna Mossop, dan Donald R. Rothwell, Maritime

Security : International Law and Policy Perspectives from Australia and New
Zealand, (New York : Routledge, 2010) him. 7-8.
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F. Metode Penelitian

Penelitian sejarah seperti halnya penelitian dalam disiplin yang lain, didasarkan
pada ketertarikan, keingintahuan, kemampuan untuk mencatat infomasi dengan
cepat, dan kegigihan dalam menapaki jalan yang sulit.> Adapun metode yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah. Metode sejarah
terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.?*

a. Heuristik

Heurisitik adalah tahap pengumpulan data berupa sumber-sumber tertulis dan
lisan dari peristiwa masa lampau baik sumber primer maupun sumber sekunder.
Sumber primer adalah informasi yang didapat dari seorang yang menyaksikan
secara langsung jalannya peristiwa, ataupun orang yang hidup sezaman dengan
peristiwa yang diteliti, atau dari alat perekam yang hadir saat peristiwa
berlangsung. Adapun sumber sekunder adalah sumber yang memberikan atau
menyajikan informasi bukan dari orang pertama yang menyaksikan peristiwa
tersebut.

Dalam penelitian sejarah, sumber sekunder berguna sebagai sarana untuk
memahami latar belakang subjek sesuai dengan bukti-bukti sezaman,
mendapatkan kutipan dari sumber-sumber sezaman yang dapat melengkapi
sumber primer ketika sumber primer sulit untuk didapatkan. Sumber sekunder
juga dapat memberikan petunjuk untuk penelusuran bibliografi, dan juga dapat
membantu peneliti dalam melakukan interpretasi terkait maslaah atau tema yang
diteliti.

Sumber-sumber yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber tertulis dan
tidak tertulis. Sumber-sumber tertulis berupa artikel-artikel surat kabar, kliping
koran yang didapat dari Dinas Sejarah Angkatan Darat, Bandung. Penulis

mendapatkan pula sumber tertulis dari Depo Arsip Koran Suara Merdeka, Kantor

’pamela Brooks, How to Research Local History, (Oxford: How to
Books, 2008), him. 2.

L ouis Gottschalk, Mengerti Sejarah, di Indonesiakan oleh Nugroho
Notosusanto (Jakarta: Ul Press, 1945), him. 15.
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Pusat Badan Keamanan Laut, Badan Arsip Jawa Tengah, Museum Bahari Jogja,
dan Museum Satria Mandala. Beberapa sumber juga diperoleh melalui media
online atau internet. Selain itu penulis juga menggunakan sumber tidak tertulis
yakni sejarah lisan yang berupa wawancara.

Sumber-sumber tersebut memuat fakta-fakta terkait dengan keadaan laut
Indonesia antara lain keadaan laut, pengamanan yang dilakukan, peristiwa
penangkapan kapal-kapal pencuri ikan, periatiwa-peristiwa penyelundupan,
kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan Keamanan Laut (Kamla)
terkait penerapan hukum laut, dan perkembangan keadaan keamanan laut
Indonesia.

b. Kiritik

Kritik adalah tahapan melakukan pengujian kelayakan seperti keaslian sumber dan
kredibilitas fakta yang terdapat di dalam sumber. Kritik sumber ini dilakukan
untuk memisahkan sumber-sumber yang relevan dengan tema atau topik yang
diteliti atau tidak, baik melalui kritik ekstern maupun kritik intern.

Kritik ekstern bertujuan untuk memastikan keaslian sumber. Keaslian
sumber yang dimaksud adalah sumber yang belum diteliti atau diterjemahkan,
masih dalam bentuk awal layaknya ia ditulis atau dikeluarkan dari tangan penulis
atau pengarangnya, atau dari orang/tangan pertama dan bukan dari sumber atau
orang lain. Adapun Kkritik intern penting dilakukan karena bertujuan untuk
mendapatkan fakta-fakta yang dapat dipercaya dari sumber-sumber yang

digunakan.

c. Interpretasi
Interpretasi adalah tahapan penafsiran fakta yang telah dikumpulkan dengan
membuat hubungan antar fakta dengan menggunakan bantuan imajinasi dan teori,

sehingga mendapatkan pemahaman terhadap fakta sejarah. Fakta-fakta sejarah
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yang telah diseleksi kemudian disusun, diberi atau dikurangi tekanan dan
kemudian ditempatkan di dalam urutan-urutan kausal.®

d. Historiografi

Historiografi adalah tahapan terakhir metode sejarah kritis dalam melakukan
rekonstruksi peristiwa sejarah masa lalu yakni melakukan penulisan kembali
peristiwa sejarah masa lalu setelah melalui tahapan-tahapan sebelumnya. Hasil
dari rekonstruksi peristiwa sejarah tersebut disebut sebagai sebuah karya

historiografi.

G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan adalah langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan dalam

proses penulisan skripsi. Skripsi ini terdiri dari lima bab dan ditambah daftar
pustaka serta lampiran. Bab | berisikan pendahuluan, diantaranya terdapat latar
belakang penulis mengambil tema “Jalan Terjal Bakorkamla Dalam
Mempertahankan Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia Tahun 1972-2014”, dan
permasalahan-permasalahan yang dikaji. Ruang lingkup atau batasan yang
diambil dalam proses penulisan seperti lingkup temporal, lingkup spasial, dan
lingkup keilmuan. Pada poin selanjutnya ada tujuan penelitian. Bagian ini akan
memberikan penjelasan secara singkat dilakukannya penelitian dengan tema yang
telah diambil. Terdapat pula tinjauan pustaka yang didalamnya menjelaskan buku-
buku yang relevan untuk dikaji sesuai dengan tema penulisan skripsi ini.
Pendekatan merupakan langkah selanjutnya dalam penulisan skripsi ini dimana
dijelaskan metode atau disiplin ilmu lain yang digunakan dalam proses penelitian.
Kerangka pemikiran adalah penjelasan terkait konsep-konsep dan pendekatan
yang digunakan selama melakukan penelitian. Metode penelitian adalah metode
atau cara dan langkah yang dilakukan selama penelitian, yakni heuristik, kritik,
interpretasi, dan historiografi. Terakhir adalah sistematika penulisan yang

memberikan gambaran singkat tentang bagian-bagian dan isi dari skripsi ini.

2| ouis Gottschalk, Mengerti Sejarah, diterjemahkan oleh Nugroho
Notosusanto, (Jakarta: Ul Press, 2008), him. 1609.
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Bab 11 berjudul Keamanan Laut Indonesia. Pada bab ini akan dikaji tentang
keadaan laut Indonesia sejak adanya pembahasan UNCLOS | pada tahun 1958
hingga keadaan laut sebelum didirikannya Bakorkamla. Selain itu bab ini juga
membahas tentang bagaimana sistem keamanan laut, serta apa saja permasalahan
keamanan laut yang ada di perairan Indonesia. Dalam bab ini akan dianalisis pula
tentang kebijakan hukum dan aturan laut yang ada di dunia secara umum dan di
Indonesia secara khusus.

Bab 11l berjudul Pembentukan Bakorkamla di Indonesia. Dalam bab ini
akan dianalisis tentang segala hal yang berhubungan dengan Bakorkamla. Bab ini
akan menjelaskan tentang alasan pembentukan Bakorkamla, proses
pembentukannya, serta menjelaskan tentang aturan dan keputusan-keputusan yang
mendukung dibentuknya Bakorkamla. Selain itu, bab ini juga akan membahas
tentang personel yang dimiliki oleh Bakorkamla, tentang kekuatan yang dimiliki,
serta model komando yang dijalankan, serta menganalisis tentang SDM yang
dimiliki Indonesia.

Bab IV berjudul jalan terjal Bakorkamla dalam mempertahankan kedaulatan
wilayah laut Indonesia. Analisis dalam bab ini akan membahas tentang segala
bentuk kendala yang dihadapi oleh Bakorkamla dalam menjalankan tugasnya,
yakni mempertahankan kedaulatan wilayah laut Indonesia. Selain itu, dalam
analisis ini juga membahas tentang perjuangan Bakorkamla menjaga dan
mengamankan sumber daya bawah laut, baik berupa hayati maupun non-hayati.
Dalam bab ini pula akan dijelaskan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dan
lewat laut Indonesia, serta jumlah anggaran yang diterima oleh Bakorkamla untuk
menjalankan tugasnya, serta hubungan antara anggaran yang dikeluarkan oleh
pemerintah dari APBN untuk Bakorkamla dengan peningkatan sarana prasarana
yang dimiliki. Selain itu pada bab ini juga akan menganalisis dampak yang timbul
akibat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan kaitannya dengan kebijakan
yang diambil oleh pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Analisis terakhir pada bab ini adalah upaya yang dilakukan Bakorkamla dalam

menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia.
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Bab V berisikan kesimpulan atau jawaban-jawaban dari permasalahan-
permasalahan yang telah penulis rumuskan dalam Bab 1. Dalam penulisan ini
terdapat daftar pustaka yang menyebutkan buku-buku, situs-situs internet,
rekaman yang menjadi sumber-sumber yang membantu penulis dalam menuliskan
skripsi ini. Terakhir adalah lampiran yang mencantumkan sumber-sumber yang

penulis gunakan sebagai bukti benar adanya keberadaan sumber tersebut.



